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ABSTRAK

Johan W. Nababan. 08061005022. Analisis Pelanggaran Wilayah Di Perairan 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka (Studi Kasus Illegal Fishing 
di Satker PSDKP Tanjung Balai Asahan, SPSDKP Belawan, Kementrian 
Kelautan dan Perikanan). (Pembimbing: Dr. Fauziyah, S.Pi dan Fitri 
Agustriani, S.Pi, M.Si).

Pelanggaran wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di 
wilayah perairan Selat Malaka terjadi oleh karena sumber daya ikan berlimpah di 
Selat Malaka, sehingga banyak nelayan asing memanfaatkan potensi perikanan 
tersebut untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Tujuan dari penelitian 
ini untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah pelanggaran yang disebabkan oleh 
illegal fishing, serta upaya yang telah dilakukan oleh instansi yang berwenang di 
perairan Selat Malaka. Analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 
studi kasus, dan analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian yang didapat 
bahwa pada tahun 2009 sampai 2011 jumlah kapal yang melanggar karena 
melakukan tindak pidana perikanan illegal fishing sebanyak 44 kapal asing. Jenis 
pelanggaran illegal fishing yang terjadi yaitu 1). ketidaklengkapan dokumen 
perizinan seperti surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan 
(SIPI), izin daerah penangkapan ikan (DPI), 2). terjadi pelanggaran wilayah 
pemanfaatan alat tangkap, 3). tidak mengaktifkan alat komunikasi (transmitter). 
Upaya yang dilakukan oleh instansi berwenang adalah melaksanakan dan 
meningkatkan frekuensi patroli pengawasan antar instansi, melakukan sosialisasi 
kepada kelompok nelayan, melaksanakan pemeriksaan dokumen perizinan kapal 
dan memproses secara hukum kepada tindak pelanggaran illegal fishing.

Kata kunci: pelanggaran wilayah, illegal fishing, ZEEI, Selat Malaka
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ABSTRACT

Johan W Nababair. 08061005022. Territorial Waters Breach Analysis in 
Indonesian Exclusive Economic Zone, Malacca Strait (Illegal Fishing Case 
Study in PSDKP Tanjung Balai Asahan unit, SPSDKP Belawan, Marine and 
Fisheries Ministry). (Adviser: Dr. Fauziyah, S.Pi and Fitri Agustriani, S.Pi, 
M.Si)

Territorial waters breach in Indonesian Exclusive Economic Zone happens 
because the abundant fish resource in Malacca Strait, so much of the foreign 
fisherman is using that fisheries potential to do some illegal fishing. The purpose 
of this research is to identify the type and quantity of the breach that been caused 
by illegal fishing, and effort that has been done by the authorized agency in 
Malacca Strait water. The analysis that used is qualitative method with case study, 
and comparative descriptive analysis. The obtained research result is that in year 
2009 to 2011, the number of ships that violate because doing the fisheries criminal 
offense illegal fishing as many as 44 foreign ships. The illegal fishing violation 
types that happen are 1). The incompleteness of the license document like 
fisheries business license (SIUP), fishing license (SIPI), and fishing area 
allowance (DPI), 2). Fishing gear utilization territorial violation, 3). Inactivating 
communication tool (transmitter). Effort that has been done by the authorized 
agency is perform and intensify the control patrol frequency between agency, 
implement the socialization to fishermen’s group, perform vessel’s license 
document checking and de jure processing toward illegal fishing breach.

Keyword: territorial breach, illegal fishing, ZEEI, Malacca Strait
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RINGKASAN

Johan W. Nababan. 08061005022. Analisis Pelanggaran Wilayah Di Perairan 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka (Studi Kasus Illegal Fishmg 
di Satker PSDKP Tanjung Balai Asahan, SPSDKP Belawan, Kementerian 
Kelautan dan Perikanan). (Dr. Fauziyah, S.Pi. dan Fitri Agustriani, S.Pi. 
M.Si.)

Sumber daya ikan sangat berlimpah di Selat Malaka berdasarkan data 
DKP bekerjasama dengan LIPI tahun 2002 sebanyak 4,30 % potensi sumber daya 
perikanan Indonesia berada di Selat Malaka dengan pelagis kecil yang 
mendominasi di perairan ini, sehingga banyak nelayan memanfaatkan kesuburan 
perairan tersebut untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) 
di perairan ZEE Indonesia Selat Malaka. Hal ini tentunya merupakan suatu 
tantangan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan untuk memanfaatkan sumber 
daya alam lautnya. Dengan adanya penetapan wilayah ZEE Indonesia, wilayah 
perikanan Indonesia bertambah 2,5 juta km. Permasalahan perbatasan Indonesia 
dengan Malaysia di kawasan Selat Malaka hingga saat ini belum selesai, dimana 
kedua negara menganggap bahwa wilayah Selat Malaka tersebut masuk ke dalam 
wilayah negara masing-masing.

Kegiatan illegal fishing di perairan Selat Malaka hingga saat ini masih 
terus teijadi. Ini disebabkan karena kurangnya pengawasan menjadikan kapal- 
kapal asing dapat masuk secara bebas. Indonesia mengalami kerugian setiap 
tahunnya sebbesar Rp. 30 triliun rupiah. Wilayah grey area yang terletak di Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia pada Selat Malaka merupakan daerah yang 
mempunyai potensi perikanan yang cukup tinggi. Jalur ini dapat juga digunakan 
sebagai daerah penangkapan ikan dengan mempunyai surat izin yang berlaku dari 
pemerintah yang di wilayah teritorial tersebut. Wilayah grey area Selat Malaka 
antara Indonesia dengan Malaysia sampai saat ini masih dipermasalahkan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah 
pelanggaran yang disebabkan oleh illegal fishmg dan upaya yang telah dilakukan 
di ZEEI wilayah Selat Malaka pada perairan Belawan.

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari 2012, data diperoleh 
dari SPSDKP Belawan, Kejaksaan Negeri Belawan, Kepolisian Perairan Polda 
Sumatera Utara dan Imigrasi Belawan. Jenis data yang dibutuhkan adalah jumlah 
dan jenis pelanggaran illegal fishing, dan upaya penanggulangan dan pencegahan 
illegal fishing di Selat Malaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif komparatif.

Hasil penghentian dan pemeriksaan kapal asing yang tertangkap oleh 
SPSDKP Belawan dan Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara akan diproses 
untuk mendapatkan bukti yang cukup. Proses berupa pemeriksaan dokumen surat 

dari pemerintah Indonesia, alat tangkap ikan yang dipergunakan, hasil ikan 
didapat, serta alat komunikasi.

Penetapan barang bukti terdakwa pelaku pencurian ikan berupa kapal ikan 
beserta dengan mesin kapal, buku Lessen Vessel, radio amatir transceiver, 
kompas, radio panggil, uang tunai, ikan hasil penangkapan (Jenis ikan seperti 
kerisi, mata besar, kembung lelaki, rimang, lemadang dan kerapu) akan dirampas
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dan dilakukan pelelangan oleh Kejaksaan Negeri Belawan. Hasil dari pelelangan 
tersebut akan dimasukan ke kas negara melalui Departemen Keuangan Provinsi 
Sumatera Utara. Sedangkan barang bukti alat tangkap ikan (jaring trawl) akan 
dirampas untuk dimusnahkan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Belawan.

Praktek illegal fishing merupakan permasalahan yang sangat kompleks 
bagi dunia perikanan tangkap Indonesia. Penangkapan kapal terhadap kasus 
illegal fishing di ZEEI Selat Malaka terjadi oleh karena ketidaklengkapan 
dokumen perizinan, pelanggaran wilayah pemanfaatan alat tangkap, dan tidak 
mengaktifkan kelengkapan alat komunikasi 
Kasus illegal fishing di kawasan ZEEI Selat Malaka terjadi karena:
1. Kurangnya pengawasan di daerah Selat Malaka.
2. Kurangnya sarana (kapal patroli, dan alat komunikasi), dan prasarana (pos 

pengawasan, kendaraan transportasi).
3. Kurangnya kapal patroli pengawasan dilihat dari luas perairan Selat Malaka 

tidak sebanding.
4. Kurangnya dana dari Pemerintah agar kapal patroli selalu intensif untuk 

mengawas di perairan Selat Malaka.
Pengamatan data dari tahun 2009 hingga 2011 menunjukkan kasus illegal 

fishing yang ditindak oleh Satker PSDKP Tanjung Balasi Asahan, SPSDKP 
Belawan dan Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara di Selat Malaka teijadi 
sebanyak 44 pelanggaran. Pelanggaran paling banyak dilakukan yakni pada bulan 
Oktober sampai Desember yaitu sebesar 20 pelanggaran, ini disebabkan karena 
pada bulan tersebut sedang teijadi musim ikan. Kapal asing yang ditangkap 
berada di sekitar wilayah Pulau Berhala, Pulau Pandang, Pulau Jemur, dan daerah 
Pantai Cermin. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh instansi 
berwenang terutama melaksanakan dan meningkatkan frekuensi patroli 
pengawasan antar instansi di ZEEI Selat Malaka dan melakukan sosialisasi 
kepada kelompok nelayan terhadap dampak illegal fishing.
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1.1 Latar Belakang

Indonesia mempunyai sumber daya ikan yang sangat melimpah. Hal ini 

menjadikan Indonesia memiliki potensi pembangunan kelautan yang besar dan 

beragam (Dahuri, 2005). Potensi sumber daya ikan yang besar ini belum 

dimanfaatkan secara optimal menjadikan Indonesia hanya mengandalkan 

perikanan tangkap sebagai komoditas utama dari pada mengembangkan usaha 

perikanan budidaya. Sumber daya ikan ini diharapkan menjadi tulang punggung 

pembangunan Indonesia di masa depan.
Sumber daya ikan sangat berlimpah di Selat Malaka berdasarkan data 

DKP bekeijasama dengan LIPI tahun 2002 sebanyak 4,30 % potensi sumber daya 

perikanan Indonesia berada di Selat Malaka dengan pelagis kecil yang 

mendominasi di perairan ini. Hal ini tentunya merupakan suatu tantangan bagi 

Indonesia sebagai negara kepulauan untuk memanfaatkan sumber daya alam 

lautnya. Dengan adanya penetapan wilayah ZEE Indonesia, wilayah perikanan 

Indonesia bertambah 2,5 juta km (Siombo, 2010). Permasalahan perbatasan 

Indonesia dengan Malaysia di kawasan Selat Malaka hingga saat ini belum 

selesai, dimana kedua negara menganggap bahwa wilayah Selat Malaka tersebut 

masuk ke dalam wilayah negara masing-masing. Penangkapan dua kapal Malaysia 

yang melakukan penangkapan ikan illegal di kawasan perairan Indonesia pada 7 

April 2011 merupakan salah satu bukti belum adanya kesepakatan wilayah 

perbatasan Selat Malaka Indonesia dengan Malaysia (Bhirawa, 2011).

Kewenangan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Selat Malaka 

dalam hal menjaga sumber daya kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh 

Kementrian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jendral Pengawasan 

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan (SPSDKP) Belawan Medan merupakan salah satu 

instansi yang berwenang dalam wilayah perairan di Selat Malaka, dimana daerah 

operasional pengawasan berada di daerah perairan Sumatera Utara.



Gambar 1. Wilayah Perbatasan Indonesia di Selat Malaka.

Hasil dari pantauan udara banyak kapal asing beroperasi di sekitar Selat 
Malaka, tidak tertutup kemungkinan kapal asing berbobot di atas 40 gross ton 

masuk secara ilegal ke ZEE Indonesia untuk mencuri ikan. Kondisi seperti inilah 

yang menjadikan peluang untuk melakukan pencurian ikan. Pada umumnya 

pelanggaran wilayah oleh kasus pencurian ikan di Selat Malaka berasal dari kapal 
ikan Thailand dan Malaysia (Mukhtar, 2011).

Kegiatan illegal fishing di perairan Selat Malaka hingga saat ini masih 

terus teijadi. Ini disebabkan karena kurangnya pengawasan menjadikan kapal- 
kapal asing dapat masuk secara bebas. Menurut Abdurrahman (2013), Indonesia 

mengalami kerugian setiap tahunnya sebbesar Rp. 30 triliun rupiah. Dimana 

kawasan yang masih rawan teijadi berada di wilayah Perairan Natuna, Laut 
Arafuru dan Perairan Sulawesi Utara.

Illegal fishing saat ini merupakan salah satu masalah besar bagi Indonesia. 
Pencurian ikan yang dilakukan secara besar-besaran di kawasan Selat Malaka 

bukan hanya merugikan perekonomian negara, juga menjadikan persediaan ikan 

di daerah ini semakin berkurang dan merusak lingkungan disekitamya. Oleh 

karena itu, dengan adanya pengawasan yang sangat ketat oleh instansi yang 

berwenang dapat meminimalisir kemungkinan tindak pencurian ikan di kawasan 

Selat Malaka.
1.2 Perumusan Masalah

Kasus illegal fishing sampai saat ini masih terus terjadi di kawasan 

perairan Selat Malaka. Pengawasan sumber daya perikanan di Indonesia saat ini
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dilaksanakan oleh beberapa institusi sesuai dengan kewenangan dari tiap instansi. 

Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengelola sumber daya perikanan agar 

tetap terjaga dari para pelaku illegal fishing.
Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui jenis pelanggaran illegal 

fishing yang terjadi, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

yang selama ini ada dapat diminimalisir agar dapat menjaga sumber daya 

perikanan.
Adapun permasalahan adalah:

1. Apa jenis pelanggaran yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 

di wilayah Selat Malaka pada perairan Tanjung Balai Asahan.

2. Berapa jumlah pelanggaran illegal fishing yang terjadi di Zona Ekonomi 

Eksklusif Indonesia di wilayah Selat Malaka pada perairan Tanjung Balai 

Asahan.

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah 

pelanggaran yang disebabkan oleh illegal fishing serta upaya yang telah 

dilakukan di wilayah Selat Malaka pada perairan Tanjung Balai Asahan.

1.4 Keluaran
Adapun keluaran yang dihasilkan dari penulisan ini adalah:

1. Diketahui sistem pengamanan sumber daya perikanan dan strategi yang 

dilakukan instansi terkait di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 

khususnya di wilayah Selat Malaka pada SPSDKP Belawan perairan 

Tanjung Balai Asahan.

2. Pengelompokan pelanggaran batas jalur penangkapan ikan dan sistem 

yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam pengamanan sumber daya 

perikanan laut di wilayah Selat Malaka pada SPSDKP Belawan perairan 

Tanjung Balai Asahan.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di wilayah Selat Malaka 

pada perairan Tanjung Balai Asahan dan dapat menindaklanjuti penyelesaian 

kasus illegal fishing tersebut.
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1.6 Kerangka Pemikiran
Dalam mengkaji penanggulan illegal fishing di Selat Malaka,, kerangka 

pemikiran yang dipergunakan adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 2.

Potensi SDI di ZEEI Selat Malaka 
Teijaga/Lestari
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Gambar 2. Kerangka pemikiran analisis pelanggaran wilayah perairan di ZEEI Selat Malaka.
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